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ABSTRAK 
 

 
 

PSAK 73 merupakan standar baru tentang sewa yang mulai efektif pada Januari 2020 lalu. PSAK 
73 menggantikan PSAK 30 tentang sewa.  Dampak penerapan PSAK 73 terhadap perpajakan 
dalam penelitian ini meliputi rasio utang terhadap ekuitas  serta koreksi fiskal perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris data sekunder. Data dan informasi bersumber 
dari laporan keuangan perusahaan sektor telekomunikasi tahun 2019 dan 2020 yang telah 
diaudit. Data diperoleh dari laman masing-masing perusahaan telekomunikasi yang tercatat di 
Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan ketersediaan data, sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari 5 perusahaan.  Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAK 
73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio 
utang terhadap ekuitas. Implementasi PSAK 73 memberikan dampak pada pembatasan beban 
bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun terdapat 
perbedaan cara perhitungan rasio utang terhadap ekuitas. Atas penelitian ini dapat diberikan 
saran mengenai perubahan KMK Nomor 1169/KMK.01/1991 terkait sewa guna dan PMK 
Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal 
perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. 

 
Kata Kunci: PSAK 73 

 
 

ABSTRACT 
 

PSAK 73 is new standard about rental which is effective on January 2020. PSAK 73 replace 

PSAK 30 about rent. The implication of PSAK 73 to taxation in this research including debt to 

equity ratio and fiscal correction of companies. This research uses empiris approaches using 

secondary data. Data and information source from audited financial report telecommunication 

companies at 2019 and 2020. Data derived from each telecommunication companies listed in 

Indonesia Stock Exchange.   Based on availability of data, this research use 5 companies. This 

research shows that the application of PSAK 73 is increasing asset dan liability account that 

influence to increase debt to equity ratio. Implementation of PSAK 73 has impact to limitation 

of interest expense which is decided by Minister of Finance Republic Indonesia.  But there is 

different about debt to equity ratio calculation. This research can provide suggestion about 

revision of KMK 1169/KMK.01/1991 about rent and PMK 169/PMK.010/2015 about debt to 

equity comparison for income tax calculation purpose. 
 

Keywords: PSAK 73
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 
 

Pada bulan Januari 2016 yang lalu, International Accounting Standard Board (IASB) 

mengubah standar akuntansi tentang leasing dengan menerbitkan International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 16 yang efektif per 1 Januari 2019. IFRS 16 tersebut menggantikan 

International Accounting Standar (IAS) 17. Sebagai respon dari IFRS 16, Dewan Standar 

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 73 yang efektif per 1 Januari 

2020. Penerapan dini diperkenankan untuk perusahaan yang menerapkan PSAK 

72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal 
 

PSAK 73. PSAK ini menggantikan PSAK 30 dan ISAK 8. 
 

Tujuan penerapan standar ini untuk memastikan bahwa penyewa (lessee) dan pesewa 

(lessor) memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai 

dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Standar 

sebelumnya mensyaratkan penyewa dan pesewa mengklasifikasikan sewa sebagai sewa 

pembiayaan atau sewa operasi. Hanya sewa pembiayaan saja yang disajikan dalam neraca. 

Sedangkan sewa operasi sama dengan sewa-menyewa biasa. 

PSAK 73 mengatur semua sewa disajikan sebagai sewa pembiayaan kecuali sewa yang 

kurang dari satu tahun dan bernilai rendah. Aset pendasar bernilai rendah menurut IASB adalah 

senilai US$5.000 atau lebih kecil. Bagi penyewa, untuk sewa dengan opsi secara substansi 

sudah sama, namun secara akuntansi asetnya diakui sebagai aset hak guna, bukan sebagai aset 

tetap. Aset hak guna tersebut akan didepresiasikan. Untuk sewa tanpa opsi berubah yang 

sebelumnya diakui sebagai beban sewa akan berubah menjadi beban depresiasi aset hak guna 

dan beban bunga. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. 

Perubahan standar akuntansi sewaguna sebagai pedoman penyusunan laporan 

keuangan belum diikuti dengan perubahan peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang 

mengatur sewa guna usaha di Indonesia masih merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing). KMK ini 

membagi sewaguna menjadi sewaguna dengan hak opsi dan sewaguna tanpa hak opsi. Selain 

perlakuan perpajakan yang berbeda, peningkatan liabilitas sewa mempengaruhi rasio utang 

terhadap ekuitas (debt equity ratio) yang batasannya diatur di Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang 

dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. PMK ini mengatur 

besarnya  perbandingan  antara  utang  dan  modal  ditentukan  paling  tinggi  sebesar  empat
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berbanding satu (4: 1), dengan pengecualian jenis perusahaan tertentu (Peraturan Menteri 

Keuangan, 2015). Apabila perusahaan melebihi batas empat dibanding satu, sesuai dengan 

Pasal 3 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan 

kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4:1. 

Penelitian ini bertujuan mengulas dampak penerapan PSAK 73 pada perpajakan di 

sektor industri telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya 

yang telah mengulas penerapan PSAK 73 yaitu dampak implementasi PSAK73: rasio 

keuangan, book-tax difference dan penghindaran pajak, dilakukan oleh (Ramiz, Suryagus & 

Firmansyah,  2022).  Penelitian  tersebut  menganalisa perusahaan  sektor  ritel.    Kemudian 

penelitian sebelumnya yang mengulas penerapan PSAK 73 dan dikaitkan dengan aspek 

perpajakan dilakukan oleh (Ulhaq, 2021) berupa studi literatur mengenai dampak penerapan 

PSAK 73 terhadap koreksi fiscal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iswandana, Agritansia & Suwardi, 2019) tentang 

konvergensi  IFRS 16 Leases: Potensi  Implikasi dan Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor 

Industri Telekomunikasi, hanya mengolah data laporan tahunan PT Telkom tahun 2017 dalam 

simulasi penerapan awal IFRS 16. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Harwoko & 

Kurniawati, 2022) tentang Agresivitas Pajak Pasca Penerapan PSAK 73 Di Bidang Farmasi. 

Sementara itu, penelitian ini mengulas dampak penerapan PSAK 73 terhadap 

perpajakan dengan menggunakan perbandingan data perusahaan di sektor telekomunikasi 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari laporan keuangan tahun 2019 

sebelum penerapan PSAK 73 dan tahun 2020 setelah penerapan PSAK 73 untuk melihat 

perubahan rasio utang terhadap ekuitas serta koreksi fiskal yang terdampak akibat penerapan 

PSAK 73. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan ulasan yang lebih lengkap atas dampak 

penerapan PSAK 73. Penelitian ini menggunakan 5 sampel perusahaan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada sektor industri telekomunikasi. Sektor industri komunikasi merupakan salah 

satu sektor dimana infrastrukturnya diperoleh dengan cara menyewa menara/tower, satelit dan 

peralatan jaringan. Dengan menggunakan data aktual,  maka mencerminkan keadaan yang 

lebih realistis dalam melihat dampak penerapan PSAK 73. Sampai saat ini belum ada 

perubahan peraturan perpajakan terkait sewaguna yang mengakomodir penerapan PSAK 73. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak bilamana 

merevisi aturan perpajakan tentang sewaguna.
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